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BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR g TAHLN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD pada tanggal 8 bulan September tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat IT
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembeniukan Daeran-Daerah Kota Besar Daiam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1iZ Tahun Z2Z0i1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tanun 202Z tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20t4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-lIndang Nomer & Tohun 2023 tentang Penetapen
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ARAS);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11.Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negera Repulik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeioldadan Keudangdan Dderdn (Lembdardrnn Negdrd Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
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telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

£2).

oY)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Peraturan. Menteri. Dalam. Negeri. Nemer 70. Tahun. 2010

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21.Peraturan...
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya,

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Ser1 EJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011
Nomor 9 Seri Ej;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Nomor 1, Tamvdliarn Leuivararn Ddaerdil  Kdbupdtern
Bondowoso Nomor 29), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengalr Daeralr (RPOMD) Kabupatenn Bondowoso Taliuin
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 42);

Peraturan Daerah  Kabupaten Bondowoso tentang
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Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor
53);

(Mo w i gy F 9 Wi o

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan
BUPATI BONDOWOQOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Anggaran ....




-5-

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bondowoso

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bondowoso Tahun
Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.160.302.899.255,00 terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.974.841.096.103,00
b. Belanja Daerah Rp. 2.160.302.899.255,00
Defisit Rp. 185.461.803.152,00

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 185.461.803.152,00
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp.185.461.803.152,00
Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.00

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp. 1.974.841.096.103,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh
empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh
enam ribu seratus tiga rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.680.185.233,00 (dua
ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta
seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 53.017.001.360,00 (Lima puluh tiga
miliar tujuh belas juta seribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 27.963.415.910,00 (dua puluh tujuh
miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima
belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

(4) Hasil ....
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 178.699.767.963,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar
enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.668.471.510.870,00 (satu
triliun enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh
puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh
puluh rupiah), yang terdiri atas:

(a) Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
(b) Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.545.882.029.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh
lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh
sembilan ribu rupiah) .

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.589.481.870,00
(seratus dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh
sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan
ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 hurut ¢ direncanakan sebesar
Rp. 41.689.400.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus
delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (ij huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.689.400.000,00 (empat
puluit satu miliar endam ratus delapait puluit sembiarn juta empat
ratus ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 2.160.302.899.255,00 (dua triliun seratus enam puluh
miliar tiga ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ....
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Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.660.772.945.975,00
(satu triliun enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus tujuh
puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan
ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

c. Belanja subsidi;

d. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 923.488.380.515,00 (sembilan ratus
dua pulut tiga midiar ermpat ratus delapan puiun delapart juia
tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.488.557.955,00 (enam
ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta
tma ratus lima puluit tujult ribu sembian ratus Gma puluit bima
rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 125.682.007.505,00 (seratus dua
puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu

lima rotuc limo rinioh \
lima ratus lima rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.114.000.000,00 (dua miliar

seratus empat belas juta rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.154.976.051,00 (seratus
tujuh puluh satu triliun seratus lima puluh empat juta sembilan
ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja....
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(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
56.956.945.026,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua
puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 71.377.581.200,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus
rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 34.767.527.225,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus
enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus
dua puiuh iima rupiahj.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.692.922.600,00
(tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus
dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

(7] Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (if
huruf f direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus
enam puluh juta rupiah).

Pasal 10
Aniggaran belaiga tidak terduga sebagaimaita dimaksud dalain
Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 322.874.977.229 (tiga
ratus dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh
sembilan rupiah ), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 7.431.475.529,00 (twjuh miliar empat
ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 315.443.501.700,00 (tiga
ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima
ratus satu ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima miliar
empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu seratus
lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13 ....
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Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.
185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus
enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu seratus lima puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran

sebelumnya;
. Pencairan dana cadangan;
. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
. Penerimaan pinjaman daerah;
. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

S0 0o

Per atuaran perhxldng-hLLdaI igaii.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 155.461.803.152,00 (seratus lima puluh lima miliar
empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu
seratus lima puluh dua rupiah),

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah).

(4) Hasil penjualan kekavaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- Penerimaan kemball permperian pirjaman daerall sevagaimaina
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00
(nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

—
(@)

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), vang
terdiri atas:
Pembentukan dana cadangan;
Penyertaan modal daerah;
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
Pemberian pinjaman daeral; dait
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

® oo

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima
miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu
seratus lima puluh dua rupiah).
(2)Pembiayaan...




(2)

(1)

(2)

3)
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Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan
puluh ima miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan
ratus tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu

yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2024,

dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: |

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja vang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang Dberada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyvarakat.

Pasal 17 ....
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:

1.

N

(@)

10.

11

13.

14.
15.
16.

Lampiran I

Lampiran Ii

Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran Vi
Lampiran VII

LampiranVIII

Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI
12.

Lampiran XII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran:

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belaja Untuk Pemenunar SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daeran dan Aset Lain-Lair;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 19 ....




-12-
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BONDOWOSO,
e

BAMBANG SOEKWANTO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal a2 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
~2/
HAERIYAH YULIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR ¢

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 242-7/2023
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Desember 30,3

WOSO,/(

(‘BAM ANG SOEKWANTO

Pj. BUPATI BO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal aa Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

(HAERIYAH YULIATI

* LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 242-7/2023




